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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan 

masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan 

keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas 

adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen 

masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku. 

Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh 

aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat selalu 

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana Penegakan 

hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan 

ketertiban dalam masyarakat. 

Penegakan hukum di Indonesian menjadi sorotan oleh masyarakat 

maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata 

untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin 

berkembang yang mana aparat penegak hukum di tuntut menyelesaikan 

permalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu 

kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan dapat tercapai. 

 
 
 
 
 
 

1 



2 
 

 
 
 
 
 

Narkotika di Indonesia sudah bukan hal baru, bahkan hampir setiap 

hari di koran, televisi dan media lainnya. Ada saja berita yang membahas 

narkotika mulai dari penyalahgunaan, tertangkapnya seorang pengedar 

bahkan pecandu yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Pada abad 

sekarang ini, perilaku perdagangan gelap narkotika masih terus 

berlangsung. Bahkan, pemakainya dari kalangan anak-anak, remaja, 

mahasiswa, profesional dan bahkan oknum penegak hukum seperti 

kepolisian dan kejaksaan ikut terlibat.1 

Kasus narkotika di Indonesia betul-betul berada pada tingkat yang 

sangat mengkhawatirkan. Dimana penggunaan narkotika dapat merusak 

perekonomian negara, disamping juga generasi muda. Selain itu, yang 

sangat memprihatinkan bahwa penanganan kasus narkotika tidak pemah 

tuntas, dari sejumlah kasus yang diungkap hanya 10% yang sampai ke 

pengadilan, karena menurut ketua umum Granat bahwa peredaran 

narkotika di Indonesia, khususnya di kota-kota besar dilakukan secara rapi 

dan terorganisir. Transaksi bisnis barang haram ini pada utnumnya 

disebarkan di tempat-tempat hiburan seperti diskotik, bar, dan karaoke 

yang banyak dikunjungi para remaja dan orang-orang muda2. 

Pemakaian narkoba akan mengakibatkan kecanduan yang akan 

susah untuk mengembalikan seperti semula. Seseorang yang kecanduan 

akan melakukan segala cara untuk menghilangkan kecanduannya. 

 

1
 Syaiful Bakhri, Kejahatan Narkotik dan Psikotropika, Jakarta: Gramata 

Publising, 2012, h. 11. 
2 Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika, 

Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h. 4 
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Akibatnya, kecanduan ini akan mengakibatkan muncul perilaku-perilaku 

negatif lainnya seperti mencuri, membunuh, menjadi pengedar narkotika 

dan lainnya. Hal ini terjadi karena orang yang kecanduan ini akan 

melakukan berbagai cara untuk mengilangkan candunya yang sesaat itu. 

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan 

masyarakat, bangsa dan negara, maka diperlukan perubahan Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, untuk mengatur upaya 

pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika agar lebih efektif. Maka 

diundangkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 

(selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika) yang mengatur 

lebih rinci mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan 

pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan 

sosial3. 

Perubahan Undang-Undang Narkotika yang dilakukan pemerintah 

dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika ini tidak cukup. Masyarakat hams ikut berperan aktif dan 

diberikan kesempatan yang seluasluasnya dalam hal pencegahan dan 

pemberantasan narkotika. Kesempatan yang diberikan seluas-luasnya 

dalam artian tidak berhak melakukan tindakan lain seperti melakukan 

penangkapan, penahanan, pengeledahan, razia atau memusnahkan 

 
 
 

3 H. Siswanto.S, ”Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 
Tahun 2009). Jakarta:Rineka Cipta, 2012, h. 1 
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Narkotika dan Prekursor Narkotika karena hal tersebut merupakan 

kewenangan penvidik Badan Narkotika Nasional (pasal 75 UU 35/2009)4. 

Tujuan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika adalah 

menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan 

pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya 

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta memberantas 

peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Perkembangan pengaturan 

melalui instrumen hukum terhadap keberadaan narkotika dan psikotropika 

tersebut merupakan suatu siklus yang tidak dapat terpisahkan dengan 

dinamika perkembangan sosial masyarakat dalam menyikapi keberadaan 

narkotika dan psikotropika di Indonesia. Masalah narkotika dan 

psikotropika telah menjadi masalah dunia.Segala usaha dari masing- 

masing negara secara internal untuk menanggulangi bahaya narkotika 

dan psikotropika.5 

Bahaya narkoba sudah mencengkram Indonesia, saat ini Indonesia 

menjadi pasar narkoba terbesar di level Asean. 6 Tindakan ketat dari 

aparat keamanan untuk melakukan pengawasan di bandara. Khususnya 

terhadap warga negara asing yang menjadi perantara narkotika yang 

dibawa melaui jalur darat, air dan udara ke Indonesia. 

Narkoba dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa 

yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, 

4 M.hukumonline. com' klinik/ detail/ It4f7481c7df82d/ hak-hak - masyarakat - 

dalam - pemberantasan - kejahatan – narkotika, diakses pada 25 April 2024 Puku 13.00 
5 H.Siswanto.S, Op.Cit, h. 6 
6 M.liputan6.com/news/read/221936/indonesia-darurat-narkoba, di akses tanggal 

25 April 2024 Puku 13.00 
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dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan 

ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa 

dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi 

salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat 

peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. 

Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia 

diperhitungkan sebagai pasar (market-state) yang paling prospektif secara 

komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara 

sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja 

merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara 

Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional7. 

Di Indonesia, Narkotika sudah pada level yang mengkhawatirkan dan 

dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang 

disebabkan oleh kasus narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak pernah 

tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra 

peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 

tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, 

belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk 

dilepaskan ketergantungannya 8 . Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang 

 

7
 Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika 

Oleh Anak, Malang: UMM Press, 2014, h. 30. 
8 Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 101. 
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dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan. Saat ini narkotika dapat dengan mudahnya 

diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi penggunanya. Pabrik 

narkoba secara illegal pun banyak didapati di Indonesia. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran pasar 

narkoba di dunia. Pada tahun 1990-an beberapa jenis narkoba seperti 

estasi, sabu-sabu, dan heroin mulai masuk pasaran Indonesia 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014). Berdasarkan Survey Nasional 

Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017, jumlah 

penyalahgunaan narkoba di provinsi Jawa Barat sebesar 645,482 jiwa. 

Jawa Barat diikuti Jawa Timur menjadi provinsi dengan kerugian biaya 

sosial ekonomi tertinggi akibat penyalahgunaan narkoba karena jumlah 

konsentrasi penyalahgunaan terbanyak di Indonesia terdapat di kedua 

provinsi tersebut berdasarkan survei penyalahgunaan narkoba tahun 

2017.9 

Survei Badan Narkotika Nasional (BNN) 2018 menunjukkan sabu 

merupakan narkotika golongan I yang paling banyak di salah gunakan di 

Indonesia. BNN memperoleh data bahwa dalam 1 semester tahun 2018 

terdapat 426 kasus narkotika jenis sabu dari total 540 kasus dengan 

temuan barang bukti hingga 676.522 gram sabu.10 

 
 

9
 Puslitdatin, Bnn. (2020). Infografis Survei Prevalensi Penyalahgunaan 

Narkoba Tahun 2019. Puslidatin Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: Jakarta. 
10 Ibid. 
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Penyalahgunaan narkotika jenis sabu dapat menimbulkan masalah, 

baik masalah hukum maupun masalah kesehatan. Secara medis 

penyalahgunaan narkotika jenis sabu dapat merusak sistem saraf dan 

daya ingat, menurunkan kemampuan berfikir, mengganggu organ vital 

tubuh hingga menimbulkan kematian. 11 Selain menimbulkan masalah 

pada kesehatan secara umum, pengguna sabu atau methamphetamine 

pun dapat mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut diantaranya yaitu 

mulut kering, temporomandibular joint disorder, meth mouth, erosi, 

periodontitis, trismus, gangguan otot mastikasi, dan kegiatan 

parafungsional seperti bruxism, cleanching dan grinding. Hal ini 

diperparah juga dengan kurangnya tingkat pengetahuan dan keterampilan 

pengguna sabu dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut mereka. 

Beberapa survei yang dilakukan di Iran dan Amerika Serikat 

menemukan bahwa kinerja mantan pengguna dalam menjaga kesehatan 

gigi dan mulut masih tergolong buruk. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Morio tahun 2008 studi yang dilakukan menemukan: 39% tidak 

pernah menyikat gigi, 67% tidak pernah menggunakan benang gigi, 89% 

mengonsumsi makanan ringan, 94% mengonsumsi minuman bersoda.12 

Hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian yang diterbitkan 

oleh Shekarchizadeh, pada mantan pengguna sabu di Iran, ditemukan 

bahwa 48% mantan pengguna tidak menyikat gigi secara teratur, 81% 

 

11
 Kemenkes RI. Kementrian Kesehatan RI. (2017). Profil Kesehatan Indonesia 

Tahun2016. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. J Med dan Rehabil. 2016; 
12

 https://repo.poltekkesbandung.ac.id/5882/5/BAB%201.pdf diakses pada 13 Juni 
2024 Pukul 13.00 WIB 
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tidak pernah menggunakan benang gigi, 57% selalu makan camilan manis 

di antara waktu makan, dan 57% tidak pernah bertemu dokter gigi dalam 

setahun. Maka dari itu pengetahuan kesehatan gigi dan mulut sangat 

penting untuk diketahui bagi para pengguna sabu.13 

Maraknya penyalahgunaan NAPZA tidak hanya dikota-kota besar 

saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik 

Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai 

tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan NAPZA 

paling banyak berumur antara 15–24 tahun. Tampaknya generasi muda 

adalah sasaran strategis perdagangan gelap NAPZA. Oleh karena itu kita 

semua perlu mewaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman 

kelangsungan pembinaan generasi muda. Sektor kesehatan memegang 

peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. 

Perilaku menyimpang tumbuh di kalangan masyarakat akibat kurang 

seimbangnya masalah ekonomi, terutama terhadap para remaja Indonesia 

yang sering menggunakan minum-minuman keras dan obat-obatan 

terlarang. 

Hakikat adanya aturan hukum adalah memberi jaminan keadilan 

serta kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa terkecuali terhadap 

mereka yang diduga atau disangka telah melakukan tindak pidana yang 

menurut hukum juga patut di jamin hak-hak sebagai manusia dan sebagai 

warga negara. Meskipun seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka, 

 
13 Ibid 
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namun pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP menjamin tentang hak- 

hak tersangka tetap dilindungi dan hal ini menunjukan bahwa Negara 

Indonesia melindungi warganegara meskipun warganegaranya tersebut 

diduga melakukan tindak pidana, sehingga ditetapkan sebagai 

tersangka.14 

Telah terjadi tindak pidana jual beli paket serbuk putih yang 

mengandung metamfetamin dalam putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1866 K/Pid.Sus/2021 bahwa awalnya pada hari Selasa 

tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Letjen 

Suprapto RT. 018 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan 

Kaltim, Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari PO (DPO/belum 

tertangkap) sebanyak 3 (tiga) paket lalu salah satu paket oleh Terdakwa 

diambil sebagian kecil kemudian dijadikan 1 (satu) paket kecil oleh 

Terdakwa sehingga jumlah keseluruhan menjadi 4 (empat) paket dan 

hendak dibawa ke Penajam untuk diserahkan kepada Sinta (DPO/belum 

tertangkap) 

Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari Menteri Kesehatan 

atau instansi pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 

atau menyerahkan Narkotika Golongan I 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 
 

mengenai tindak pidana memperdagangkan narkotika jenis sabu dengan 
 

14 Teguh Samudra, 2002 Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Hak-Hak 

Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departement 
Kehakiman dan HAM RI. h. 2 
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judul tesis: Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Tanpa Hak Memperdagangkan Narkotika Jenis Sabu- 

Sabu (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

1866 K/Pid.Sus/2021) 

 
B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa 

hak memperdagangkan narkotika jenis sabu-sabu yang belaku di 

Indonesia? 

2. Bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tanpa 

hak memperdagangkan narkotika jenis sabu-sabu? 

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana 

tanpa hak memperdagangkan narkotika jenis sabu-sabu dalam Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1866 K/Pid.Sus/2021? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana tanpa hak memperdagangkan narkotika jenis 

sabu-sabu yang berlaku di Indonesia. 
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2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penjatuhan hukuman terhadap 

pelaku tindak pidana tanpa hak memperdagangkan narkotika jenis 

sabu-sabu. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim 

terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak memperdagangkan narkotika 

jenis sabu-sabu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1866 K/Pid.Sus/2021 

 
D. Manfaat Penelitian 

 
Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ; 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran 

dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang tindak 

pidana narkotika. 

2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang 

saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang 

khususnya tentang tindak pidana transaksi jual beli paket serbuk putih 

mengandung metamfetamin. 

 
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 

 
1. Kerangka Teori 

 
Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada 

dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan 

yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik 
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adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan 

penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.15 

Kata teoritik atau teoritis atau theorical berarti berdasarkan pada 

teori, mengenai atau menurut teori.16 Kata teori berasal dari kata theoria 

dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata theoria itu sendiri 

berasal dari kata thea yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil 

pandang. 17 Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah 

merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis 

diambil atau dihubungkan. 

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum 

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru 

sebagai preskrepsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.” 18 

Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana 

teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada 

landasan filosofisnya yang tertinggi.19 

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari 

mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian 

 
 
 
 
 
 

15
 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92. 
16

 Sudikno   Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, 
Yogyakarta, 2001, h. 156 

17
 Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika 

Masalahnya, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184 
18

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 
Jakarta, 2010, h. 35 

19
Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254. 
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itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. 20 
 

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa : 
 

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang 
penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta 
memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang 
semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan 
ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan 
demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan 
dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.21 

 

a. Teori Sistem hukum (legal theorie system) 
 

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya 

penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur 

hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”22Ketiga subsistem yang ada 

dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya. 

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa 

atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang 

dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup 

keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. 

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya 

aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). 

Sebagai negara yang masih menganut sistem civil law sistem atau 

sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang- 

undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) 

20
Ibid., h. 253. 

21
Ibid. 

22
 Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh 

Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, Teori 
dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, Rajawali Pers, 
Jakarta, 1990, h. 120. 
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dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan 

peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem 

ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.23 

Di samping itu, analisis terhadap substansi hukum juga penting untuk 

mengetahui sejauhmana suatu peraturan perundang-undangan telah 

memberikan kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan 

hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah. 

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan 

merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur 

dan berkelanjutan (sustainable development) disetiap sektor antara lain 

politik, ekonomi, demografi, phisikologi, hukum, intelektual maupun 

teknologi.”24 

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk 

pembaharuan masyarakat (Law as a tool of social engineering) agar 

pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang 

diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan 

konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh 

Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep Bureucratic and 

Social Engineering. 

 
 
 
 

23
Ibid. h. 20. 

24
 Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11. 
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Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang 

peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk 

mewujudkan masyarakat madani. 25 Kemudian Mochtar Kusumaatmadja 

memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam 

pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum 

Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas 

premis atau prinsip sebagai berikut:26 

a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh 
perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa 
perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang 
teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan 
atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau 
menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan 
kekerasan semata-mata. 

b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan 
tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka 
hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat 
diabaikan dalam proses pembangunan. 

c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan 
ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah 
sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan 
dalam masyarakat. 

d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang 
hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai 
pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku 
dalam masyarakat itu. 

e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat 
diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan 
tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu- 
rambu yang ditentukan di dalam hukum itu. 

 
Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk 

perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang 

 

25
 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori 

Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta, 

2012, h. 64. 
26

Ibid., h. 65-66. 
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sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan 

dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak 

dapat diabaikan dalam proses pembangunan.27 

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem 

tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum 

formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan 

kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. 28 Struktur hukum disebut 

sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan 

dapat dijangkau oleh hukum. 

Budaya/kultur hukummenurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya 

mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang 

merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik 

(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai– 

nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang 

mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.29 Menurut 

Jimly Asshiddiqie: 

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan 

atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya 

hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun 

menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya 

hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di 

dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann, 

 
 
 
 
 

27
 Emma Nurita. Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran. Refika 

Aditama, Jakarta, 2014, h. 96. 
28

 Soerjono Soekanto, Op. Cit., h. 59. 
29

Ibid., h. 59-50. 
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budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap 

sistem hukum.30 

 
Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia 

terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta 

harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan 

sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau 

disalahgunakan. 

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum 

masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan 

tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir 

masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat 

kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum di masyarakat. 

 

b. Teori Kepastian Hukum 
 

Dialektika keadilan masih berada pada penafsiran yang subjektif, adil 

bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Demikian pula kebijakan 

yang ditetapkan pemerintah, suatu kebijakan mungkin dipandang adil bagi 

pemerintah, namun belum tentu oleh masyarakat. Sehingga dalam suatu 

hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan 

mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa 

hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum. 

 

 
30

 Jimlly Asshiddigie, Teori Hukum Hens Kelsen, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, 
h. 21-22 
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Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, 

menjelaskan bahwa: 

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan 
yang menekan aspek “seharusnya” atau “das sollen”, dengan 
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. 
Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. 
Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum 
menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam 
masyarakat.Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat 
dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 
Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan 
kepastian hukum.31 

 
Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian 

hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum 

membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh 

dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat 

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau 

dilakukan oleh negara terhadap individu.32 

Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah 

menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan 

kemasyarakatan.Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. 

Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus 

menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya 

kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna.Ada 2 

 

 

31
 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Prenada 

Kencana Media Group, h. 158 
32

 Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, 
Yokyakarta, Laskbang Pressindo, h. 59 
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(dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena 

hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. 

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak- 

banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu 

tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu 

dibuat berdasarkan “rechtswerkelijkheid” (kenyataan hukum) dan dalam 

undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan 

berlain-lainan. 33 Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman 

positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya 

sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti 

semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.34 

Undang-undang dan hukum diidentikkan,35 

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu 

negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep rechstaat lahir dari 

suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, 

sebaliknya konsep rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini 

tampak baik dari isi maupun kriteria rechstaat dan rule of the law itu 

sendiri.36 

Berdasarkan dua model dan perbedaan sifat negara yang 

berdasarkan pada konsep rechtstaat dan rule of the law tersebut, maka 

33
 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., h. 35 

34
 Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori 

Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, h. 42-43. 
35

 Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam 
Perkara Pidana, Bandung,Alumni, 2005, h.120. 

36
 Philipus M. Hadjon, 1998, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, 

Surabaya, Bina Ilmu, h. 72. 
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muncullah dua sistem hukum di dunia, yaitu sistem hukum eropa 

kontinental yang disebut civil law dan sistem hukum common law atau 

Engglish-Law. 

Mariam Budiardjo, menegaskan bahwa dalam perkembangan ide 

demokrasi dapat dilihat dalam dua mainstream, pertama demokrasi pada 

negara hukum klasik, dan kedua demokrasi pada negara hukum 

dinamis.37 

Konsep negara hukum didasari atas adanya keinginan untuk 

melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan dikarenakan politik 

kekuasaan yang cenderung korup.Atas dasar itu, maka dilakukan 

pembatasan kekuasaan secara yuridis normatif untuk menghindari 

penguasa yang depostik.38 

Di sinilah kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi 

kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum 

tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah 

sekalipun, sesuai dengan dalil, government by the law, not by men 

(pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia).39 

Berangkat dari keinginan untuk mewujudkan hukum sebagai 

panglima dalam penyelenggaraan negara, kemudian muncullah konsep 

 

37
 Mariam Budiarjo, 2007, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Indonesia, 

Jakarta, h. 56 
38

Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual 

maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat 
berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme atau 
diktatorisme. Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan despotisme adalah 
bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap, 
sementara dalam despotisme penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri. 

39
 Mariam Budiarjo, Op. Cit., h. 57. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bentuk_pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Oligarki
https://id.wikipedia.org/wiki/Absolutisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Montesquieu
https://id.wikipedia.org/wiki/Monarki
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negara hukum (rechtstaat). Menurut Carl J. Friedrich Stahl dalam 

sebagaimana dikutip Mariam Budiarjo, setidaknya terdapat empat unsur 

berdirinya negara hukum (rechstaat), yaitu: adanya pengakuan terhadap 

hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan 

berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.40 

Terwujudnya kepastian hukum tidak hanya adanya aturan hukum 

yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh 

dan atau tidak boleh dilakukan, tetapi juga berupa jaminan bagi individu 

dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan 

atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Artinya, kebijakan yang 

ditetapkan oleh pemerintah harus dilakukan evaluasi, apakah telah sesuai 

dengan konsep-konsep yang terkandung dalam negara Indonesia yang 

berdasarkan pada pancasila sebagai dasar atau falsafah hidup bangsa 

dan Konstitusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pergaulan hidup 

bangsa Indonesia. 

 
c. Teori Pemidanaan 

 
Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu 

undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan 

politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya 

dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan- 

40
Ibid. 
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keharusan yang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang sebagai 

subsistem yang dalam kenyataan (das sein) bukan tidak mungkin sangat 

ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya 

maupun dalam implementasi dan penegakannya. 

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk 

mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan 

situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan 

yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang 

dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan 

apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa 

yang dicita-citakan.41 

Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh 

masyarakat umum, terutama dalam bidang kepemerintahan adalah policy, 

yang dapat diartikan sebagai the general principle by which a government 

is guided in it’s management of public affairs, or the legislature in it’s 

measures (sebuah prinsip umum yang mana digunakan sebagai pedoman 

oleh pemerintah dalam manajemen penyelenggaraan urusan publik atau 

dalam pembentukan perundang-undangan). Kebijakan penentuan pidana 

adalah prinsip umum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang 

dalam menentukan pidana dengan dasar-dasar yang rasional, 

proporsional, fungsional, dan tetap mengacu pada asas yang ditetapkan 

dalam ketentuan umum, baik yang ditentukan dalam Buku I Kitab Undang- 

 
41 Sudarto, 1983, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni. h. 20. 
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Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun 

pedoman-pedoman umum untuk pembentukan peraturan perundangan 

yang berlaku. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa kebijakan penentuan 

pidana atau dikenal dengan criminal policy mempunyai ruang lingkup yang 

cukup luas, yang meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa 

pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan 

pemidanaan melalui massmedia.42 

Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam 

arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari 

reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan 

kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak 

hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. 

Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan 

melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan 

untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran. 

Bila dilihat dari lingkup di atas, pada dasarnya penanggulangan 

kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur 

penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum 

pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh 

pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui 

mass media. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang 

pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan 

 

42 Packer, Herbert L., 1968, The Limits of The Criminal Sanction, California: 
Stanford University Press. h. 56 – 57. 
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atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal 

mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan 

itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana 

sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain 

pihak, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari 

kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). 

Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke 

depan (forward-looking). 

Pada umumnya, pandangan yang terakhir di atas dianggap lebih 

ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan, dibandingkan 

dengan pandangan pertama yang masih dianggap backward-looking. 

Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan yang ada pada 

dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi 

kebijakan penentuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk 

Indonesia. 

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan 

kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk 

terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor- 

faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif 

tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial atau 

ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat 

menimbulkan kejahatan. 
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Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal 

yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan 

masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, 

baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan 

demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai 

faktor penangkal kejahatan atau faktor ’’anti kriminogen’’ yang merupakan 

bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa 

negara di Eropa,misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang 

karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana 

sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang. 

Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga 

penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang 

pengadilan (afdoening buiten process). Disana, peran Jaksa Penuntut 

Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, 

diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan 

pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua 

metode diversi dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni non 

penuntutan pidana, dan transaksi (tawar- menawar) dalam penyelesaian 

perkara di luar sidang pengadilan. 

Transaksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk diversi yang oleh 

pelaku secara sukarela membayar sejumlah uang kepada negara, 

memenuhi satu atau lebih persyaratan finansial yang ditetapkan oleh 

penuntut umum dalam rangka menghindari penuntutan tindak pidana dan 
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pengadilan lebih lanjut. Transaksi ini dikenal sejak 1838 pada kasus 

finansial (keuangan). Pada tahun 1983, pembayaran atau penetapan pada 

suatu kasus finansial semata-mata menangguhkan untuk pelanggaran 

ringan yang secara prinsip hanya dipidana dengan denda. Pasal 74 PC 

menentukan bahwa transaksi dapat dilakukan untuk tindak pidana yang 

diancam kurang dari 6 tahun, dengan syarat: 

1. Pembayaran sejumlah uang ke negara, asalkan jumlah uang tersebut 

tidak kurang dari 5 Gulden dan tidak lebih dari maksimum denda yang 

ditentukan undang-undang; 

2. Penyangkalan atas benda yang telah disita atau dalam penyitaan; 
 

3. Penyerahan benda atas penyitaan atau pembayaran pada negara atas 

harga yang dinilai; 

4. Pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau mentransfer 

benda yang disita dari terdakwa, sebagian atau seluruhnya, taksiran- 

taksiran perolehan yang diperoleh (dengan memakai) atau berasal dari 

tindak pidana, termasuk biaya yang disimpan; 

5. Seluruh atau sebagian kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh 

tindak pidana 

Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan a plea-bargaining 

system, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup 

transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan 

transaksi oleh jaksa. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan 

keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan 
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untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, 

pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, 

transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan 

adalah mabuk di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan 

transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni 

maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya 

adalah 450.000 Euro.43 

Berdasarkan transaksi di atas, dewan jaksa penuntut umum (Board 

of Prosecutor General) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan nasional. 

Petunjuk pelaksanaan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, 

misalnya : 

1. Selain sanksi, hukuman yang dipandang lebih baik atau akan lebih 
efektif, misalnya, tindakan disiplin, administratif, dan juga tindakan 
perdata; 

2. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak 
efektif dikaitkan dengan jenis kejahatan yang tidak mengakibatkan 
kerugian dan tidak layak untuk dikenai hukuman; 

3. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak 
efektif bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan, misalnya umurnya, 
kesehatan, prospek penyembuhan, atau pelaku pertama; 

4. Penuntutan menjadi bertentangan dengan kepentingan negara, 
seperti halnya alasan keamanan, ketenteraman dan juga 
ketertiban, atau jika ada peraturan baru yang diintrodusir; 

5. Penuntutan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan 
korban, misalnya ganti kerugian telah dibayar.44 

 
Di Indonesia, Pasal 82 KUHP juga menganut penyelesaian perkara 

di luar peradilan. Pasal 82 ayat 1 KUHP berbunyi ”Kewenangan menuntut 

pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, 

 
 

43 Ibid.,h. 22. 
44 Ibid.,h. 21. 
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kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang 

telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang 

ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang 

ditetapkan olehnya”. 

Selanjutnya ayat 2 menentukan: ”Jika di samping pidana denda 

ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus 

diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1”. 

Bila dihubungkan dengan perkembangan tujuan dan bentuk-bentuk 

pidana dan pemidanaan di atas, maka dengan pendekatan restorative 

justice (keadilan restoratif) akan lebih cocok jika diterapkan dalam hal 

memulihkan keseimbangan (evenwicht, harmonie) antara dunia lahir dan 

dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan juga orang 

perseorangan, antara persekutuan dan teman sejawatnya dalam 

kehidupan alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis. 

Pemikiran ini, salah satunya telah dikembangkan melalui pembentukan 

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang minggu lalu 

telah disetujui oleh rapat Paripurna DPR-RI. 

Barb Toews, dalam bukunya The Little Book of Restorative Justice 

for People in Prison mengatakan bahwa kebanyakan orang berpendapat 

bahwa keadilan mengharuskan adanya suatu pembalasan, hukuman, dan 

pemenjaraan. Sistem peradilan pidana terpadu sering merespon hal 

seperti itu karena sistem tersebut mempercayai bahwa masyarakat yang 
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bersalah harus dihukum karena kejahatannya. Namun demikian, hasil dari 

penghukuman justru akan mengakibatkan kerugian kepada pelaku, 

korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, keadilan 

restoratif yang dapat menjawab permasalahan tersebut. 45 Lebih lanjut 

dikatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan suatu respons keadilan 

yang mencari perbaikan individu, pemulihan hubungan, dan memajukan 

atau mendorong kebaikan. 

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, 

sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan 

(afdoening buiten process) yang hampir sama dengan paradigma 

penghukuman keadilan restoratif dimana pelaku didorong untuk 

memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, 

keluarganya, dan juga masyarakat. Suspended prosecution atau di 

Belanda dikenal dengan istilah seponeering, telah diterapkan di beberapa 

negara sebagai bentuk diversi yang mengarah pada model keadilan 

restoratif. 

Hoefnagels mengingatkan bahwa ”Punishment in criminal law is 

limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by 

legality”. 46 Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus 

mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar 

berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan 

pemidanaan. 

45 Ibid.,h. 5. 
46 Ibid.,h. 139. 
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Belanda, dalam kultur pemidanaan (penal culture), yang lebih 

spesifik lagi mengenai budaya penjatuhan pidana (sentencing culture), 

dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris 

mempunyai tradisi penjeraan, sedangkan di Belanda lebih pada 

humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu 

kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang 

destruktif. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai 

ultimum remedium.47 Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP 

Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana 

penjara. 

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diri 

pada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan 

proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan 

dalam masyarakat. Pembenahan terhadap penataan institusi atau 

lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung 

sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak. 

Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan 

keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi 

dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak 

hukum. 

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, 

apakah masih memilih pandangan retributif atau pembalasan (retributive 

 
47 Ibid.,h. 319. 
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view) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif 

terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga 

masyarakat ataukah pandangan utilitarian (utilitarian view) yang lebih 

melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan 

utilitarian melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan 

dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari 

segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan 

pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk 

memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan 

mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan 

dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan 

perbuatan yang serupa. 

Pada umumnya, pandangan utilitarian tersebut dianggap lebih ideal 

dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat 

preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena 

itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai 

negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain 

yang disebut dengan pandangan behaviorial. Ia berpendapat bahwa pada 

dasarnya, behaviorial ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak 

dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana 

untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan 

pandangan utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh 

paham determinisme yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama 
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sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin 

dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti 

sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar 

kekuasaan individu itu sendiri. 

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan 

pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga 

pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang 

integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam 

rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana 

(kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 1992:53-54). Pilihan teori 

integratif ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang 

bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang 

bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. 

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam 

suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan 

psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran 

pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman 

hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan 

kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu 

kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana 

adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan 

sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum. 
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Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat 

bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap 

penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum 

dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin 

hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan 

suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang 

yang melakukan pelanggaran hukum.48 

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU 

KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni 

pencegahan umum (generale preventie) terutama teori pencegahan 

umum secara psikologis (psychologische dwang) dan pencegahan khusus 

(speciale preventie) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak 

mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan 

menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan 

bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi 

mendidik dan memperbaiki. 

Dalam RUU KUHP, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut: 

mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan 

mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan juga 

berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 

 

48 Lamintang, P.A.F., 1983, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar 
Baru. h. 127-128. 
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masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. 

Pemidanaan tersebut tidak ditujukan untuk menderitakan dan 

merendahkan martabat manusia. 

 
2. Kerangka Konsep 

 

Konsepsi berasal dari bahasa latin, conceptus yang memiliki arti 

sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya 

penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah 

untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan 

realitas. 

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek 

penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah 

untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu 

istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan 

pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan 

pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu 

dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai 

berikut: 

1. Pemidanaan 

secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. 
Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan 
pidana dan alasan-alasan pembenar (justification) dijatuhkannya 
pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) 
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dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak 
pidana.”49 

 
2.  Pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang 

melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah 

ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan 

dapat dipidana .50 

3. Tanpa Hak” merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” apabila 

mengacu pada pengertian hukum formil sebagaimana diatur pada UU 

Narkotika. Sejalan dengan hal tersebut, Pompe mengatakan bahwa 

melawan hukum (wederrechtelijk) itu berarti bertentangan dengan 

hukum, yang mempunyai arti lebih luas daripada sekedar bertentangan 

dengan undang-undang51 

4. Shabu atau metamfetamin adalah sejenis obat psikostimulan yang 

bersifat sangat adiktif dan bekerja secara aktif dalam sistem saraf 

pusat. Shabu memiliki efek paling kuat dibandingkan jenis obat stimulan 

lainnya seperti amfetamin, kokain, efedrin, dan methylphenidate.52 

 
F. Keaslian Penelitian 

 
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan 

Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat 

 

49
   https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16314/2/T1_312013062_BAB% 

20II.pdf diakses pada 13 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB. 
50

 https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/477/5/098400028_file5.pdf 
diakses pada 13 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB. 

51
 file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/58863-158993-1-SM.pdf diakses pada 13 Juni 

2024 Pukul 15.00 WIB. 
52

 Sarwono, Sarlito W. & Eko A. Meinarno. (2009). Psikologi Sosial. Jakarta: 
Penerbit Salemba Humanika, h. 218. 
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beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang 

berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian 

dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki 

keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah: 

1. Tesis Bambang Suistyo,SH, NIM : 11010110403005 mahasiswa 

Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2012. 

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini 

adalah mengenai: “Kebijakan Bimbingan Klien Narkoba Dalam 

Rangka Pencegahan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika 

(Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Pati)” 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Apa 

tugas dan kendala Pembimbing Kemasyarakatan Balai 

Pemasyarakatan dalam Pembimbingan klien penyalagunaan 

narkoba?, Mengapa Klien Narkotika Balai Pemasyarakatan 

melakukan pengulangan tindak pidana narkotika? Dan Bagaimana 

pembimbingan klien narkoba yang akan datang? 

2. Tesis Gilang Fajar Shadiq, NIM: 2013821004, Mahasiswa Magister 

Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Katholik 

Prahyangan, Bandung, 2017. 

Judul penelitian/Tesis: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak 

Pidana Narkotika New Psychoactive Substance Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” 
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Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

Apakah terhadap pelaku penyalahgunaan atau peredaran gelap NPS 

(New Psychoactive Subtance) yang belum diatur dalam golongan 

narkotika dapat dikenakan ketentuan hukum di dalam Undang- 

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang 

diketahui, penelitian tentang: Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memperdagangkan Narkotika 

Jenis Sabu-Sabu(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

1866 K/Pid.Sus/2021) belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun 

dari subtansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. 

Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan 

kemurniannya. 

 
G. Metode Penelitian 

 
1. Spesifikasi Penelitian 

 
Pada penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis 

penelitian hukum yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis 

adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada 

peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah 

suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, 

serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.”.53 

 
 

53
 1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2005, h. 35. 
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2. Metode Pendekatan 
 

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. 
 

Penulis memfokuskan penelitian pada: 
 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud 

Marzuki adalah 
 

“Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan 
dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang 
bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang 
ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah 
pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi” 54 

 
Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan 

pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah 

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral 

suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang 

digunakan penulis adalah UU OJK, UU Perbankan, UU BI, dan 

peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 
 

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk 

mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang 

dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya 

digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. 

Kasuskasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu 

54 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157. 
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penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk 

memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi 

pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, 

serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan 

(input) dalam eksplanasi hukum.55 

Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian 

ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan hukum terhadap 

pelaku perdagangan sabu, yaitu kasus tanpa hal 

memperdagangkan sabu dalam Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 1866 K/Pid.Sus/2021. 

3. Objek Penelitian 
 

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1866 K/Pid.Sus/2021. 

 
4. Alat Pengumpulan Data 

 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

melaksanakan penelitian kepustakaan (library reseacrh), yaitu dengan 

metode pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini 

menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun 

argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. 
 

55 Ibid., h. 321. 
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Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan 

pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang 

relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini. 

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam 

menyusun tesis ini yang didasarkan atas : Penelitian Kepustakaan (library 

research), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan 

kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta 

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok 

masalah dalam tesis ini. 

 
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

 
a. Jenis Data 

 
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk 

kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data 

kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek 

penelitian. 56 

b. Sumber Data 
 

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder 

dalam penelitian ini bersumber dari : 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan 

perundang-undangan tindak pidana narkotika. 

 
 
 
 
 
 

56 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rakesarasin, 
1996), h. 2. 
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2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku 

yang berhubungan dengan objek yang diteliti 

3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih 

lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti kamus hukum. 

 
6. Analisis Data 

 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) 

aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, 

mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep 

dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

beberapa tahapan, yaitu: 

a. Analisis data 
 

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi 

pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. 

Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, 
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tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan 

masalahnya. 

b. Reduksi data 
 

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan 

juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi 

pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap 

relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan 

data yang sempurna. 

c. Penyajian data 
 

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan 

informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan- 

pengelompokan yang diperlukan. 

d. Interpretasi data 
 

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya 

adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang 

telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang 

tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai 

apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan. 

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi. 
 

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/ 

verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil 

penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat 
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dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulangkali 

melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, 

khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya 

terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada. 
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BAB II 

 
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK 

PIDANA TANPA HAK MEMPERDAGANGKAN 

NARKOTIKA JENIS SABU-SABU YANG 

BERLAKU DI INDONESIA 

 
 

A. Pengertian Narkotika 
 

Secara etimologi, kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu 

narke yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Orang 

Amerika menyebutnya dengan nama narcotic, di Malaysia dikenal dengan 

istilah dadah.57 

Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang 

dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran dan 

hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.58 

Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika 

yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau 

obat-obatan untuk penyakit tertentu.59 Adapun juga pengertian narkotika 

menurut beberapa ahli yaitu: 

 
 

 

57 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: 

Mandar Maju, 2003, h. 35 
58

 Adam Chzawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2002, h. 71 
59 http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat- 

narkoba diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB 
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a. Smith Kline dan French Clinical (1998) 
 

Narkoba ialah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu 

bagi yang menggunakannya dengan memasukkan narkoba kedalam 

tubuh. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, dengan hilangnya 

rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya 

khayalan-khayalan. Sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam 

dunia medis dan memiliki tujuan dan dimanfaatkan bagi pengobatan 

dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa 

sakit dan lain-lain. 

b. Jackobus (2005) 
 

Narkoba ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan. 

c. Kurniawan (2008) 
 

Narkoba ialah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi 

seperti perasaan, pikiran, suasana hati dan perilaku jika masuk ke 

dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, dihirup, diminum, 

suntik, intravena, dan lain sebagainya.60 

 
 
 
 

 
60 http://www.masterpendidikan.com/2017/01/10-pengertian-narkoba-menurut-para- 

ahli.html diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB 

http://www.masterpendidikan.com/2017/01/10-pengertian-narkoba-menurut-para-
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Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika di satu sisi 

merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau 

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi 

lain dapat pula meimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan 

apabila salahgunakan dan penyebab nya dapat terjadi kecanduan yang 

dapat merusak tubuh seseorang hingga menimbulkan kematian. 

 
B. Penggolongan dan Jenis-Jenis Narkotika 

 
Narkotika memiliki tiga sifat yang menyebabkan pemakai narkotika 

tidak dapat lepas dari cengkramannya yaitu daya adiksi (ketagihan) yang 

sangat berat, daya toleran (penyesuaian) dan daya bitual (kebiasaan) 

yang sangat tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, 

jenis narkotika dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu: 

a. Narkotika golongan 1 (satu) adalah narkotika yang paling berbahaya. 
 

Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk 

kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. 

Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain. 
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b. Narkotika golongan 2 (dua) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif 

kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya 

adalah petidin, benzetidin, betamatedol, dan lain-lain 

c. Narkotika golongan 3 (tiga) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif 

ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya 

adalah kodein 

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam tiga 

golongan yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, narkotika sintetis:61 

a. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari 

tumbuhan (alam) contohnya: 

1) Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun 

singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlahnya jari 

nya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. Tumbuhan ini banyak tumbuh di 

beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatra Utara, 

Sumatra Selatan, Pulau Jawad an lain-lain. Daun ganja sering 

digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan 

sebagai bumbu masak daya adiktifnya rendah. Namun, tidak 

demikian bila dengan dibakar asapnya dihirup. Cara 

penyalahgunaanya dengan dikeringkan dan dicampur dengan 

tembakau rokok atau dijadikan lalu dibakar serta dihisap. 

2) Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin 

dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling 

 

61 http://jambi.bnn.go.id/2011/08/jenis-jenis-narkoba.html, diakses pada tanggal 19 
Maret 2021 Jam 19.00 WIB 

http://jambi.bnn.go.id/2011/08/jenis-jenis-narkoba.html
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dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. 

Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pemadat-pemadat 

“kelas tinggi”. 

3) Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang 

matang bewarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas 

masyarakat Indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah 

kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka 

kemudian diolah menjadi kokain. 

4) Opium adalah bunga dengan bentuk warna yang indah. Dari getah 

bunga opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, 

opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi 

kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka 

saat berperang atau ketika sedang berburu. 

b. Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil 

zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: 

1) Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa 

sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Morphin 

merupakan hasil olahan dari opium atau candu mentah dan 

merupakan alkaloida yang terdapat dalam opium berupa serbuk 

putih. Konsumsi morphin biasa dilakukan dengan cara dihisap atau 
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disuntikkan. Karena morphin tergolong dalam jenis turunnya aktifitas 

neuron, pusing, perubahan perasaan dan kesadaran berkalut.62 

2) Kodein dipakai untuk obat penghilang batuk 
 

3) Heroin merupakan senyawa narkotika yang sangat keras dengan 

sifat adiktif yang tinggi, berbentuk butiran, tepung atau cairan. Jenis 

heroin yang populer saat ini saat ini adalah “putauw”. Heroin 

diperoleh dari morphin melalui suatu proses kimiawi yang dikenal 

dengan istilah “acetylion” (karena menggunakan acetica anhidrida 

dan acety chloride). Heroin (diacetylmorphine) adalah obat illegal 

yang sangat adiktif dan penggunaannya merupakan masalah serius 

di amerika. Heroin adalah golongan opiat yang paling banyak 

disalahgunakan dan paling adiktif. Heroin diproses dari morphin, 

suatau zat alami yang di ekstrak dari biji varietas tanaman poppy 

tertentu.63 

4) Kokain olahan dari biji koka. Kokain merupakan berasal dari 

tanaman Erythroxylon coca di Amerika Selatan. Biasanya daun 

tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu 

dengan cara dikunya. Kokain dapat memicu metabolisme sel 

menjadi sangat cepat64 

 
 
 

62 http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi- 
narkoba/2012/05/04/399/morfin-morphine diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 
19.00 WIB 

63
 https://idtesis.com/pengertian-heroin-dan-pemakaian-secara-ilegal/ diakses pada 

tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB 
64 https://halosehat.com/farmasi/aditif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak- 

dan-pengertiannya diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB 

http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-
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c. Narkotika Sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. 
 

Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang 

yang menderita ketergantungan obat (subsitusi). Contohnya: 

1) Petidin adalah obat untuk bius local, operasi kecil, sunat, dan lain- 

lain. 

2) Methadone adalah obat untuk pengobatan pecandu narkoba. 
 

3) Naltrexone adalah obat untuk pengobatan pecandu juga. 
 

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh 

dokter kepada penyalahguna narkoba atau pecandu untuk menghentikan 

kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atu sakaw. 

Narkotika sintetis berfungsi sebagai obat “pengganti sementara”. Bila 

sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintetis ini dikurangi sedikit 

demi sedikit sampai akhirnya berhenti total. 

 
C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika 

 
Narkotika sebenarnya dapat digunakan di bidang kesehatan yang 

dianggap memiliki kemampuan untuk mengurangi dan menghilangkan 

rasa nyeri, atau lazimnya dianggap memiliki efek analgesik, tetapi pada 

umumnya tidak semua narkotika dapat digunakan dalam pengobatan. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi 

menjadi tiga golongan jenis narkotika, dan narkotika yang dapat 
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digunakan dalam bidang kesehatan adalah narkotika yang jenis nya ada 

pada golongan dua dan tiga.65 

Pada umumnya narkotika tersebur sudah beredar luas di Indonesia 

dan sebagian oknum-oknum menjadikan bisnis demi mengambil 

keuntungan pribadinya dan tidak memikirkan dampak yang timbul bagi 

pengguna narkotika. Sejatinya narkotika merupakan zat yang dapat 

merusak syaraf otak manusia dan mempunyai akibat sindroma 

ketergantungan kepada penggunanya, sehingga jika narkotika digunakan 

tidak pada tempatnya yang benar, akan menimbulkan bahaya bagi 

penggunanya, bahkan dapat mengakibatkan kematian.66 

Adapun juga dampak negatif yang dapat di timbulkan pada 

pengguna narkotika tersebut yaitu: 

a. Dampak tidak langsung 
 

1) Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan 

perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digeroti zat 

beracun. 

2) Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. 
 

3) Keluarga akan malu besar karena anggota keluarga yang memakai 

zat terlarang. 

4) Tidak dipercayai lagi pada orang karena pecandu gemar berbohong 

dan melakukan tindak criminal. 

5) Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita/ penjara 
 

65 https://www.guesehat.com/narkotika-juga-bisa-digunakan-dalam-terapi-medis 

diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB 
66 H.Didik Effendi, 2014, cetakan I, ASWAJA PRESSINDO, Yogyakarta, h. 4. 

http://www.guesehat.com/narkotika-juga-bisa-digunakan-dalam-terapi-medis
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b. Dampak langsung narkotika bagi jasmani 
 

1) Ganguan pada jantung. 
 

2) Gangguan pada hemoprosik. 
 

3) Gangguan pada traktur urinarius. 
 

4) Gangguan pada otak. 
 

5) Gangguan pada tulang. 
 

6) Gangguan pada pembuluh darah. 
 

7) Gangguan pada endorin. 
 

8) Gangguan pada kulit. 
 

9) Gangguan pada sistem saraf. 
 

10) Gangguan pada sistem pencernaan. 
 

11) Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS, 

hepatitis, herpes, TBC, dll.67 

 
D. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak 

Memperdagangkan Sabu-Sabu 
 

Di dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang narkotika menyatakan: “Ketentuan mengenai perubahan 

penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dengan peraturan Menteri.” 

Dasar hukum yang dipakai untuk memberantas narkotika jenis baru 

atau yang lebih spesifik Tembakau Gorilla adalah Undang-Undang Nomor 

35 tentang Narkotika sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

 

67 http://www.bnn.go.id/read/artikel/11867/dampak-langsung-dan-tidak-langsung- 
penyalahgunaan-narkoba diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB 

http://www.bnn.go.id/read/artikel/11867/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-
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2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Narkotika 

yang bisa membuat penghisapnya merasa tertimpa gorilla itu 

mengandung zat AB-Chminaca, kandungan ini lah yang membuat 

tembakau gorilla masuk dalam golongan I angka 86. 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.” Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan 

penggunaanya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. 

Sehingga pengguna narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 

diatas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan 

narkotika dan akan memperoleh pidana/ ancaman pidana sesuai yang 

diatur dalam Undang-Undang tersebut. 

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, yaitu: “penyalahgunaan adalah orang yang 

menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” 

Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian: “Peredaran gelap 

Narkotika dan Prekusor Narkotika adalah setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan 

hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekusor 

Narkotika.” 
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Adapun bentuk-bentuk dan sanksi terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang terdapat dalam pasal: 

a. Pasal 111 Ayat (1) dan (2) 
 

b. Pasal 112 Ayat (1) dan (2) 
 

c. Pasal 113 Ayat (1) dan (2) 
 

d. Pasal 114 Ayat (1) dan (2) 
 

e. Pasal 115 Ayat (1) dan (2) 
 

f. Pasal 116 Ayat (1) dan (2) 
 

g. Pasal 117 Ayat (1) dan (2) 
 

h. Pasal 122 Ayat (1) dan (2) 
 

Dengan demikian, dari uraian datas tentang bentuk-bentuk 

penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan jenis-jenis narkotika diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 maka tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Penguasaan Narkotika. 
 

b. Produksi Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika. 
 

c. Jual-beli Narkotika. 


